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ABSTRACK

This study aims to determine the effect of local taxes and levies on financial
independence in the area of North Luwu Regency. The sample in this study is the
regional tax and retribution report for ten years from 2011-2020 with purposive
sampling as the sampling method. The results of this study using the T test,
namely the Tax variable (X1) has a significant and positive effect on the Regional
Financial Independence variable (Y), while the Levy variable (X2) has a
significant and positive influence on the Regional Financial Independence
variable (Y) and the test with using the F test, it was found that the independent
variables consisting of taxes (X1) and regional levies (X2) simultaneously had a
positive and significant effect on Regional Financial Independence (Y).
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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap kemandirian keuangan saerah kabupaten luwu utara. Sampel
dalam penelitian ini adalah laporan pajak daerah dan retribusi daerah selama
sepuluh tahun dari Tahun 2011-2020 dengan purposive sampling sebagai metode
pengambilan sampel. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan uji T yaitu
variabel Pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel
Kemandirian Keuangan Daerah (), sedangkan variabel Retribusi (X2) memiliki
pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah
(Y) dan pengujian dengan menggunakan uji F di dapatkan hasil bahwa variabel
bebas yang terdiri dari Pajak (X1) dan Retribusi Daerah (X2) secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ().

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah



PENDAHULUAN

Sebelumnya sistem pemerintahan di
Indonesia telah menganut sistem
pemerintahan yang bersifat
sentralistik ~ yang  menimbulkan
ketidakadilan di seluruh daerah.
Namun sejak Tahun 1999 Indonesia
telah mengubah sistem pemerintah
menjadi desentralisasi yang sering
dikenal sebagai otonomi daerah.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
yang telah direvisi dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004
selanjutnya direvisi menjadi Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014.

Pertimbangan mendasar dari
terselenggaranya Otonomi Daerah
adalah perkembangan kondisi di
dalam negeri yang mengindikasikan
bahwa rakyat menghendaki
keterbukaan dan kemandirian
terhadap daerahnya. Dengan adanya
program otonomi daerah bertujuan
untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan daerah,
serta mengurangi kesenjangan antara
daerah dan meningkatkan kualitas
pelayanan bagi publik agar lebih
efisien dan responsif terhadap
kebutuhan, potensi maupun
karakteristik di daerah masing-
masing.

Kemandirian daerah  dapat
diketahui melalui seberapa besar
kemampuan sumber daya keuangan
pemerintah daerah tersebut dalam
membangun daerahnya. Kemandirian
keuangan daerah pada umumnya
dialokasikan  sebagai pendapatan
yang digunakan untuk sarana
pembangunan  daerah.  Dengan
berkembang pesatnya pembangunan
diharapkan  terjadi  peningkatan

kemandirian daerah dalam
membiayai sendiri  kegiatannya
terutama dalam hal keuangan.
Pendapatan  Asli Daerah  yang
termasuk pajak daerah dan restribusi
daerah sebagai tolak ukur karena
pajak daerah dan distribusi daerah
merupakan pendapatan bagi setiap
daerah dan merupakan komponen
penting yang mencerminkan
bagaimana sebuah daerah dapat
membiayai  sendiri  kegiatannya
melalui pendapatan yang murni
dihasilakan daerah tersebut, serta
diharapkan menjadi salah satu
sumber penerimaan daerah yang
dapat meningkatkan kemandirian
keuangan daerah tersebut (‘Yossi
Mamonto et al., 2013).

Kemandirian keuangan daerah
menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam
membiayai sendiri setiap kegiatan
pemerintahnya, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber utama pendapatan
yang diperlukan pada setiap daerah
(Halim,2007). Kemandirian
keuangan daerah ini merupakan salah
satu tujuan dari otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah
salah satu penerimaan daerah yang
diperoleh  dari  sumber-sumber
wilayah daerahnya sendiri
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mempunyai peranan
penting dalam pembangunan
(Mufidah et al., 2017). Pembangunan
tersebut diharapkan dapat
dilaksanakan secara mandiri oleh
daerah baik dari sisi perencanaan,
pembangunan, serta pembiayaan.
Pendapatan Asli Daerah semua



penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayah
daerahnya  senidri  berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Halim, 2004:96), dimana
diharapkan dapat menjadi penyangga
dalam membiayai kegiatan
pembangunan di daerah. Adapun
sumber-sumber penerimaan daerah
dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, sebagai berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah

(2) Dana Perimbangan

(3) Pinjaman Daerah

(4) Lain-lain Penerimaan yang Sah

Inti dari Ototnimi Daerah

adalah demokratisasi dan
pemberdayaan. Dimana otonomi
sebagai berwujudan dari

demokratisasi merupakan otonomi
daerah yang memiliki kesetaraan
hubungan antara pusat dan daerah, di
mana daerah memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan, aspirasi dan kebutuhan
masyarakat. Sedangkan otonomi
daerah  sebagai  wujud  dari
pemberdayaan daerah merupakan
suatu proses pembelajaran dan
penguatan bagi daerah untuk bisa
mengatur, mengelola dan mengurus
kepentingan dan aspirasi masyarakat
sendiri (Hutahaean, 2017).
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah merupakan
kontibusi wajib pajak kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku, dengan tidak mengharapkan
imbalan apapun dan digunakan untuk
keperluan  daerah  dan  untuk

kemakmuran rakyat. Pajak daerah
yang merupakan salah satu sumber
penting dan utama dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang akan sangat
berpengaruh pada kinerja keuangan
pemerintah daerah. Jika pendapatan
pajak daerah suatu daerah tinggi atau
sesuai target yang ditetapkan, berarti
jumlah uang yang masuk ke kas
daerah semakin banyak, maka hal ini
menunjukkan kinerja keuangan yang
bagus dari daerah tersebut.

(Putri et al.,, 2015) Pajak
Daerah dan  Retribusi  Daerah
merupakan salah satu sumber utama
pendapatan daerah guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah untuk
menetapkan otonomi daerah yang
luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Sejak diterapkanya Otonomi
Daerah setiap daerah berusaha untuk
menggali ~ potensi  kemandirian
keuangan daerah melalui Pendapatan
Asli  Daerah. Dengan demikian
seharusnya Pendapatan Asli Daerah
memiliki kontibusi terbesar dalam
penerimaan daerah baik dari pajak
daerah maupun dari retribusi daerah.

LANDASARAN TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009,
pengertian pajak daerah merupakan
kontribusi dari wajib pajak daerah
yang terutang oleh orang atau badan
yang bersifat memaksakan, dengan
tidak memperoleh imbalan langsung
yang digunakan untuk kepetingan
daerahnya (Triastuti & Ningsih,
2017).



Menurut Ahmad Yani
(2004:52) menyebutkan bahwa pajak
daerah adalah iuran uang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan tanpa
imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pajak Daerah merupakan pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah
dengan peraturan daerah, dimana
wewenang dan  pemungutannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah  dan
pembangunan daerah (Novalistia,
2016).

Secara umum pajak menurut
(Hasbullah, 2017) adalah pungutan
dari  masyarakat oleh  Negara
berdasarkan Undang-Undang yang
bersifat dapat dipaksakan dan
terutang oleh yang wajib
membayarnya dengan tidak
mendapat prestasi kembali secara
langsung, yang hasilnya digunakan
untuk  membiayai  pengeluaran
Negara dalam  penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan. Hal
ini dapat menunjukkan bahwa pajak
adalah pembayaran wajib yang
dikenakan berdasarkan  Undang-
Undang yang tidak dapat dihindari
bagi yang berkewajiban dan bagi
mereka yang tidak mau membayar
pajak dapat dilakukan paksaan.

Pajak daerah merupakan salah
satu elemen Pendapatan Asli Daerah
yang memberikan kontribusi yang
besar terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi  Daerah
.(Oliver, 2019) “Pajak Daerah yang

selanjutnya disebut pajak adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah Daerah
dan pembangunan Daerah”. Pajak

Daerah harus ditetapkan dengan

peraturan Daerah setelah

mendapatkan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak

boleh bertentangan dengan pajak

Pemerintah Pusat serta tidak boleh

bertentangan  dengan  kebijakan

Pemerintah Pusat. Pajak Daerah

memiliki cirri-ciri sebagai berikut

(Siahaan,2013:10):

(1) Pajak daerah yang berasal dari
pajak negara yang diserahkan
kepada daerah.

(2) Penyerahannya
Undang-Undang.

(3) Pajak daerah dipungut oleh
daerah  berdasarkan  dengan
kekuatan Undang-Undang dan
peraturan hukum.

(4) Hasil pungutan pajak daerah
dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pembangunan
daerah.

Jenis pajak  Kabupaten/Kota
menurut pasal 2 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagi
berikut Siahaan (2013:72-76):

1. Pajak hotel, yaitu Pajak yang
memberikan  pelayanan  yang
disediakan oleh pihak hotel.
Sedangkan yang dimaksud dengan
hotel adalah fasilitas penyediaan
jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang

berdasarkan



mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesenggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar
lebih dari sepuluh.

. Pajak restoran, yaitu pajak atas
memberikan  pelayanan  yang
disediakan oleh pihak restoran.
Sedangkan yang dimaksud dengan
restoran  adalah  memberikan
fasilitas menyediaan makanan
atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering.

. Pajak hiburan, yaitu pajak atas
penyelenggaraan hiburan.
Sedangkan yang dimaksud dengan
hiburan adalah semua jenis
tontonan, pertunjukan, permainan,
dan atau keramian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.

. Pajak reklame, yaitu pajak atas
penyelenggaraan reklame.
Sedangkan yang dimaksud dengan
reklame adalah benda, alat,
perbuatan, atau media yang
berbentuk dan corak raganya
dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau  untuk
menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan,
yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan atau
dinikmati oleh umum.

. Pajak penerangan jalan,
pajak atas penggunaan

yaitu
tenaga

listrik, baik yang dihasilkan
sendiri  maupun diperoleh dari
sumber lain. Penerangan jalan

adalah penggunaan tenaga listrik
untuk menerangi jalan umum

10.

yang rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah.

. Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, yaitu pajak atas kegiatan
pengambilan  mineral  bukan
logam dan batuan, baik dari
sumber alam di dalam dan atau
permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

. Pajak parkir, yaitu pajak atas

penyelenggaraan tempat parker di
luar badab jalan, baik yang
disediakan  berkaitan  dengan
pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk  penyediaan  tenpat
penitipan kendaraan bermotor,
sedangkan yang dimaksud dengan
parkir adalah keadaan tidak
bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

. Pajak ait tanah, yaitu pajak atas
pengambilan dan atau
pemanfaatan air tanah. Yang

dimaksud dengan air tanah adalah
air yang terdapat dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

. Pajak sarang burung walet, yaitu

pajak atas kegiatan pengambilan
dan atau pengusahaan burung
wallet. Yang dimaksud dengan
burung wallet adalah adalah satwa
yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia funcliap haga,
collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.
Pajak Sarang Burung Walet
merupakan jenis pajak
Kabupaten/Kota  yang baru
diterapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 20009.

Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkantoran, yaitu
adalah pajak atas bumi dan atau
bagunan yang dimiliki, dikuasali,



dan atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk
kegiatan  usaha  perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009,
retribusi daerah merupakan pungutan
pembayaran untuk pelayanan atau
lisensi tertentu yang secara khusus
disediakan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan individu atau
badan (Triastuti & Ningsih, 2017).

Menurut  (Joko  Mariyanto,
2015), “Retribusi daerah yaitu
pengutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau
badan”.

Retribusi  daerah  menurut
(Mufidah et al., 2017) merupakan
pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah kepada wajib
retribusi atas pemanfaatan suatu jasa
tertentu  yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Retribusi daerah
merupakan bagian dari PAD yang
dianggap sebagai penopang
terciptanya  suatu  kemandirian,
dimana daerah yang  mampu
menghasilkan retribusi yang tinggi
akan dapat membantu menciptakan
kemandirian keuangan pada masing-
masing daerah  (Novitasari &
Novitasari, 2019).

Siahaan (2010), menyatakan
bahwa Retribusi merupakan
pembayaran wajib dari
penduduk/masyarakat kepada Negara
karena adanya jasa tertentu yang

diberikan  oleh  Negara  bagi
penduduknya secara perorangan. Jasa
tersebut hanya dapat di nikmati oleh
orang yang sudah  membayar
retribusi dan dapat menikmati
balasan jasa dari Negara.

Objek Retribusi daerah
merupakan berbagai jenis jasa
tertentu yang telah disediakan oleh
pemerintah daerah. Tidak semua jasa
yang diberikan oleh pemerintah
daerah dapat dipungut retribusinya,
tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu
yang menurut pertimbangan sosial
ekonomi layak dijadikan sebagai
objek  retribusi. Jasa  tertentu
dikelompokkan dalam tiga golongan,
yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan
Perizinan Tertentu (Arthur
Simanjuntak, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat
2 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 2-4,
retribusi daerah dibagi atas tiga
golongan:

1. Retribusi  jasa umum, vyaitu
retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu atas
jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah yang menganut
prinsip komersial kerana pada
dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu
retribusi atas kegiatan tertentu
yang dilakukan pemerintah daerah
dalam rangka memberian izin
kepada orang pribadi atau badan
untuk pembinaaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan



atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Kemandirian Keungan Daerah

Menurut Halim (2007:232)
kemandirian keuangan daerah adalah
kemapuan pemerintah dalam
membaiayai sendiri setiap kegiatan
pemerintah, pembangunan, dan juga
memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat telah membayar
pajak dan retribusi daerah sebagai
sumber pendaptan daerah, untuk
mengetahui  kemapuan  keuangan
daerah dalam membiayai
pengeluaran daerah adalah dengan
melihat lebih jauh seberapa besar
kontribusi  masing-masing sumber
Pendapatan Asli Daerah terhadap
total Pendapatan Asli Daerah, dan
seberapa efektifnya target
perencanaan terhadap realisassinya.
Kemandirian keuangan daerah ini
bertujuan  untuk  mencerminkan
suatau bentuk pemerintah daerah
apakah pemerintah daerahnya dapat
menjalankan tugasnya dengan baik
atau tidak. Kemandirian keuangan
daerah juga menggambarkan
ketergantungan  daerah terhadap
sumber dana eksternal (Ermawati &
Aswar, 2020).

Implementasi otonomi daerah
membawa kosekuensi yang sangat
besar dalam pengelolaan daerah.
Otonomi daerah termasuk
desentralisasi fiskal di mana daerah
mempunyai kewenangan pengelolaan
keuangan yang tinggi. Dalam era
otonomi ini daerah dituntut semakin
meningkatkan kemandirian

(keuangan) untuk dapat membiayai
berbagai belanja daerah, keuntungan
pembiayaan terhadap pemerintah
harus dikurangi, seiring dengan
meningkatnya peringkat kamandirian
daerah (Ardi,2007:12).

Hipotesis

Hipotesis memberikan pernyataan
tentang hubungan yang diduga
secara logis antara dua variabel atau
lebih yang akan diujisecaraempiris,

hipotesisini menjadidugaan
sementaradari penelitian
ini.Berdasarkan latarbelakangdan
rumusanmasalah yang

telahdijelaskan,maka
hipotesispenelitian iniyaitu:

1. Hopotesis 1

Pajak daerah merupakan iuran
wajib yang dalakukan oleh orang
yang berkewajiban membayar pajak
kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. Diamana
kemandirian keuangan merupakan
kampuan daerah dalam membiayai
keperluan belanja dengan
mengurangi  ketergantungan  dari
pihak luar atau dalam hal ini adalah
peemrintah pusat. Asumsinya, bahwa
semakin tinggi pajak daerah akan
menunjukkan semakin tinggi
kemampuan daerah dalam menerima
pendapatan dan mengurangi
ketergantungan  dari  peemrintah
pusat. Sebagaimana dalam penelitian
terdahulu  yang dilakukan oleh
Darmayasa dan Bagiada (2013)
menyatahkan bahwa pajak daerah
berpengaruh  signifikan  positisf
terhadap  kemandirian  keuangan
daerah. Berdasarkan teori di atas,



maka dapat ditarik hipotesis sebagai
berikut :

Hi;:  diduga pajak  daerah
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap  kemandirian  keuangan
daerah Kabupaten Luwu Utara.

2. Hipotesis 2

Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau
badan. Dimana kemandirian suatu
daerah akan tercipta apabila daerah
mampu  mengoptimalkan sumber
daya yang ada, untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dengan
bertumbuhnya  usaha-usaha  di
daerah. Berdirinya usaha-usaha ini
dapat menajdikan tambahan
masukan bagi daerah terutamanya
dalam pemerian izin tertentu.
H,:  diduga  retribusi  daerah
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap  kemandirian  keuangan
daerah Kabupaten Luwu Utara.

METODOLOGIPENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini  merupakan jenis
penelitian  deskriptif  kuantitatif,
dengan memberikan gambaran di
masa sekarang dan di masa yang
akan datang. Yang merupakan
penelitian yang menjelaskan tentang
gejala, peristiwa, kejadian yang
terjadi.Penelitian ini  memusatkan
pada fenomena yang sedang terjadi
pada saat penelitian ini dilakukan.
Metode penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang
telah ditetapkan. (Sugiyono,
2016:86).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor
BPKAD (Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah ) Kabupaten Luwu
Utara, dengan waktu yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 3 bulan
terhitung dari bulan April-Juni 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi
Populasi  penelitian ~ merupakan
keseluruhan dari objek/subjek

penelitian yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh  peneliti  untuk
dipelajari dan kemudian di tarik
kesimpulannya (Sgiyono,2016:88).

Populasi dalam penelitian ini
adalah keseluruhan Laporan
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, dan Kemandirian Keuangan
Kabupaten Luwu Utara.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi
yang diharapkan dapat mewakili
populasi penelitian
(kuncoro,2009:122). Sampel yang
diginakan dalam penelitian ini adalah
Laporan Realisasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Kemandirian
Keuangan Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2011-2020.

Teknik Pengambilan Sampel
Dalam metode penelitian ini, teknik
pengambilan data yang digunakan



adalah dengan menggunakan teknik
purposive  sampling.  Purposive
Sampling adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono,2016) Laporan Realisasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Kemandirian Keuangan Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2011-2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data
sekunder. Data sekunder adalah data
yang diterbitkan atau digunakan oleh
organisasi yang bukan pengelolanya
(Suliyanto, 2009). Dalam penelitian
ini data sekunder diambil dari
Laporan Realisasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Kemandirian
Keuangan Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2011-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam
penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi,  yaitu instrument
pengumpulan data yang sering
digunakan dalam berbagai metode
pengumpulan data (Kriyanto,
2006:120). Pengumpulan data dalam
penelitian ini berasal dari informasi
yang didapatkan melalui jurnal,
artikel, penelitian terdahulu dan
Laporan Realisasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Kemandirian
Keuangan Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2011-2020.
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Tabel 4.1 Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten
Luwu UtaraTahun 2011-2020

Tahun Pajak Daeral Retribust Daerak
011 J674480.513 23.864.749.283
2012 1.6%9,989.265 28,607402.438
2013 $816.818316 2856964718
2014 10401, 575,986 1711000457
2015 11.306.496.390 6421735927
2016 13440135310 $384425475
2017 16.660.609,033.80 9600873784
2018 19.533.300.198 1124054822
2019 TR0 | 1336764631
20 21.960,971.045 10.292.019.067
Sumber : Kantor BPKAD Luwu
Utara,2021

Pada tabel 4.1 di atas, dapat
dilihat bahwa dalam kurun waktu
sepuluh tahun yaitu dari tahun 2011
sampai 2020, Pajak Daerah Luwu
Utara mengalami kecenderungan
yang tidak menentu dari tahun ke
tahun. Sedangkan untuk Retribusi
Daerah Luwu Utara juga mengalami
kecenderungan yang tidak menentu
dari tahun ke tahun. Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang tidak
cukup baik dari tahun ke tahun
menandahkan bahwa Luwu Utara
belum memiliki pengelolaan sumber
pendapatan yang baik, hal tersebut
dapat dilihat pada penurunan Pajak
Daerah yang cukup signifikan pada
tahun 2020 vyakni sebesar Rp
21.960.971.045 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Retribusi
Daerah mengalami penurunan yang

cukup signifikan apabila
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, dimana  Kontribusi

Retribusi Daerah pada tahun 2020
hanya sebesar Rp 10.292.019.067.



Analisis Data Kontribusi
Daerah

Pajak

Pajak Daerah
Kontribust Pajak Daerah=

Pendapatan Asli Daersh

Tabel 4.2
Analisis Kontribusi Pajak
Terhadap PAD
Kabupaten luwu utara Tahun
2011-2020

PAD
(Rp

Pajak Daerah | Prtunbesian | Kostribus
(131 Fajak Pajak

TS5 1653 985 268 X5% 1% Riger

| Kamm

Ko
Kuzen

Kigrg

K

[T s |

Sumber : Kantor BPKAD Luwu
Utara,2021

Pada tabel 4.2 di atas, dapat
disimpulkan bahwa kontribusi Pajak
terhadap Pendapatan Asli Daerah
tahun 2011 sampai 2020 cenderung
tidak menentu, seperti pada tahun
2011 PAD memiliki nilai sebesar
34.722.643.305 sedangkan kontribusi
Pajak hanya 10% atau
3.674.480.513. Hal ini berarti
kontribusi pajak terhadap PAD masih
kurang. Pada tahun 2012 kontribusi
pajak terhadap PAD juga masih
kurang karena hanya berkisar antara
10% sampai 20% yakni hanya 12%
atau sebesar 4.659.989.265. pada
tahun 2013 kontribusi pajak terhadap
PAD memang mengalami
peningkatan tetapi masih berada di

x1007%

Kriteria

Songst Karog

™ Kexg |

Sergut Kz

8| IRB0135300 | ™ | % | Kem |

RKan
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kisaran 10% sampai 20% yakni
hanya bernilai 15% atau sebesar
5.816.818.316, yang berarti masih
tergolong kurang. Sedangkan di
tahun 2014, penerimaan pendapatan
asli daerah mengalami peningkatan
yang sangat ekstrem dikarenakan
kontribusi dari lain-lain pendapatan
asli yang sah sebesar
101.260.993.842, dimana hal ini
mengakibatkan sebagian besar nilai
PAD berasal dari lain-lain PAD yang
sah, sedangkan untuk kontribusi
pajak hanya berjumlah 8% atau
sebesar 10.401.575.986. Untuk tahun
2015 PAD mengalami penurunan
yang cukup signifikan yakni sebesar
54.580.865.686 dari tahun
sebelumnya, tapi kontribusi Pajak
untuk PAD masih kurang yakni
hanya 15% atau 11.306.496.390.
Pada tahun 2016 kontribusi pajak
terhadap PAD hanya sebesar 14%
atau 13.440.135.310 sehingga masih
dalam kategori kurang. Untuk tahun
2017 PAD mengalami peningkatan
tetapi kontribusi pajak masih berada
di kisaran 10% sampai 20% yakni
15% atau 16.660.609.003,80. Tahun
2018 PAD juga  mengalami
peningkatan tetapi untuk kontribusi
pajaknya hanya 17% yang masih
berada di kisaran 10% sampai 20%.
Di tahun 2019 PAD mengalami
peningkatan tetapi kontribusi pajak
masih berada dikisaran 10% sampai
20% yakni sebesar 18% atau sebesar
23.264.801.951,05. Dan pada tahun
2020 PAD sebesar
107.770.050.365,55 sedangkan
kontribusi pajak yakni 20% diaman
kontribusi pajak mengalami kenaikan
tetapi masih berada dikisaran 10%
sampai 20% yang menandakan
kontibusi pajak masih cenderung
kurang. Untuk pertumbuhan pajak



daerah  mengalami  pertumbuhan
peningkatan  yang tidak menentu
dimana peningkatan terbesar pada
tahun 2014 sebesar 78,8%, pada
tahun 2020 pertumbuhannya
mengalami penurunan hanya sebesar
-5,06%. Dan untuk rata-rata
kontribusi pajak terhadap PAD dari
tahun 2011-2020 adalah 14% yang
berarti masuk dalam kategori kurang.

Analisis Kontribusi  Retribusi
Daerah

Retribusi Daeralt
Koatrihust Retnbust Dagrali= x100%
Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.3
Analisis Kontribusi Retribusi
Daerah Terhadap PAD
Kabupaten luwu utara Tahun

2011-2020
Talun PAD Retdud | Petunbedun | hoadribesd | Rebterh
Retrded

. TNMHIN05 | 3T A4S Sarget Bk
W | VST | SOTARAE] % | 6™ | S Bk |
00 | 0TION | SMOETNE| AN | 6 | SegdBak |
W | ORIARGE | D10 | ane% | D% | Kmom |
WIF | TSN | SANTINT | A28 M| S Ko
06 | VSANINIME | SSRANAY | BA% | M | Smpfkumr
CUETRENN | SHOETSTH | LAY | | Szt Kurms |
W | TAANAEST [ IS8 2T | O™ | [N | Smer Kt
0 [ IBSODSTIS | 3h a1 | 0% | 1A .\n;f Kimng |
7005036555 | 1092819047 | 3% e Szt Kz

Rata-Rata ™ Sefirg

Sumber: Kantor BPKAD Luwu
Utara,2021

Pada tabel 4.3 di atas, dapat
disimpulkan  bahwa  kontribusi
retribusi Daerah terhadap
Penadapatan Asli Daerah tahun 2011
sampai 2020 cenderung tidak
menentu, seperti pada tahun 2011
PAD memiliki  nilai  sebesar
34.772.643.305 sedangkan kontribusi
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retrribusi 69% atau 23.864.749.283.
Hal ini berarti kontribusi Retribusi
terhadap PAD sangat baik. Tahun
2012 kontribusi retribusi terhadap
PAD mengalami sedikit penurunan
yakni hanya 67% atau
25.607.402.438. Tahun 2013
kontribusi retribusi terhadap PAD
mengalami peningkatan yakni 69%
atau 25.569.647.708 yang berarti
masih sangat baik. Sedangkan pada
tahun 2014 penerimaan pendapatan
asli daerah mengalami peningkatan
yang sangat eksterim diakrenakan
kontribusi dari lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah sebesar
101.260.993.842, dimana hal ini
mengakibatkan sebgaian besar nilai
PAD berasal dari lain-lain PAD yang
sah, sedangkan untuk kontribusi
retribusi hanya sebesar 13% atau
sebesar 17.110.094.573, dimana hal
ini mengakibatkan kurangnya
sumber pendapatan retribusi yang
berasal dari retribusi biaya cetak
KTP dan AKTA CAPIL dan retribusi
parkir ditepi jalan umum yang tidak
memberikan  pemasukan  untuk
sumber pendapatan retribusi  di
karenakan retribusi biaya cetak KTP
dan AKTA CAPIL sudah di
gratiskan oleh pemerintah guna
meberikan ~ kemudahan  kepada
masyarakat sedangkan untuk
retribusi parkir ditepi jalan umum di
sebabkan oleh berbagai
permasalahan yang terjadi di
lapangan antara lain terjadinya
perbedaan tarif parkir yang dipungut
oleh juru parkir, masih terdapatnya
juru parkir liar, masih lemahnya
pengawasan yang terjadi dilapangan.
Hal ini  menunjukkan  bahwa
kontribusi retribusi di tahun ini
mengalami penurunan karena berada
dikisaran 10% sampai 20%. Pada



tahun 2015 PAD  mengalami
penurunan yang cukup signifikan
yakni sebesar 54.580.865.686 dari
tahun sebelumnya, tetapi kontribusi
retribusi untuk PAD masih kurang
atau mengalmi penurunan yang
cukup signifikan yakni hanya 8%
atau 6.421.735.927 yang diakibatkan
kurangnya  sumber  pendapatan
retribusi daerah yang berasal dari
retribusi biaya cetak KTP dan AKTA
CAPIL di karenakan retribusi biaya
cetak KTP dan AKTA CAPIL sudah
di gratiskan oleh pemerintah guna

memberikan  kemudahan kepada
masyarakat  jika  dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2016 kontribusi retribusi
terhadap PAD hanya sebesar 9% atau
8.584.425.475, diakibatkan karena
kurangnya sumber pendapatn
retribusi yang berasal dari retribusi
pengendalian menara telekomunikasi
dan retribusi usaha perikanan
sehingga masih dalam kategori
kurang di karenakan pada tahun 2016
retribusi  pengendalian  menara
telekomunikasi tidak memberikan
pemasukan yang diakibatkan oleh
beberapa faktor penghambat yaitu
dari penyedian menara kurang dan
kurangnya kerja sama antara pihak
penyelenggara dengan Dinas
sedangkan retribusi usaha perikanan
karena faktor regulasi (aturan),
meyebabkan pungutan biaya usaha
perikanan yang tidak jelas. Untuk

tahun 2017 PAD  mengalami
peningkatan tetapi kontribsui
retribusi masih berada di Kkisaran
10% sampai 20% yakni hanya
sebesar 8% atau 9.600.875.784,
diakibatkan karena kurangnya

sumber pendapatan retribusi daerah
yang berasal dari retribusi usaha
perikanan karena faktor reguulasi
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(aturan), sehingga menyebabkan
biaya pungutan biaya usaha
perikanan tidak jelas. untuk tahun
2018 PAD juga  mengalami
peningkatan tetapi untuk kontribusi
retribusi hanya 10% , diakibatkan
kurangnya  sumber  pendapatan
retribusi daerah yang berasal dari
retribusi izin gangguan
(HO)/keramaian karena faktor
kurangnya sarana dan prasarana
mempengaruhi kelancaran
pelayanan, keterbatasan blanko surat
izin gangguan, sehingga masih
berada dikisaran 10% sampai 20%.
Di tahun 2019 PAD mengalami
peningkatan tetapi unutk kontribusi
retribusinya yakni hanya 10%
Sedangkan pada tahun 2020 PAD
mengalami  peningkatan  tetapi
kontribusi retribusi hnaya sebesar
9%, hal ini menunjukkan kontribusi
retribusi tahun 2019-2020
mengalami penurunan karena hanya
berada dikisaran 10% sampai 20%
atau masih cenderung kurang yang di
akibatkan karena kurangnya sumber
pendapatan retribusi daerah di luwu
utara. Untuk pertumbuhan retribusi
dapat dilihat dari data tahun 2011-
2020 dimana pertumbuhan retribusi
yang mengalami penurunan dari
tahun 2013 hanya -0,1%, tahun 2014
-33,08% dan tahun 2020 hanya -
23,4%. Dan untuk perhitungan rata-
rata kontribusi dari retribusi adalah
sebesar 27% yang berarti kontribusi
retribusi dari tahun 2011-2020 masuk
kategori sedang.
Analisis Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian=
Dana Perimbangan= Pmjaman

x100%



Tabel 4.4
Analisis Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun

2011-2020
falm PAD Daga Perimbangan ~ Rash Rriteria
(Rp) (Rp)
I | 34722643305 | 471662283718 | 13™% 'Kmm[.' ‘
3785521774 §37612712029  T04% | Kurang
2013 36.740.971.542 128 Kurang
I | 13989100056 | 60885089306 | 19.95% | Kurang |
73.310.138.370 T9245009.055 | 1061% | Kurang
W16 | 156297290808 | SSLAG923.095 | 10.81% | Kurang |
T [ 1079467398600 | SIT6SATIZ606 | 11.62% | Kurang |
IS | 1267961431432 | 927741200052 | 1ZM4% | Kurang
W00 | 18S003737138 | 938 90381 | 1391% | Kurmng |
2029 | 107.770.030.363.35 | 856.480.114.636 = 12.58% | Kurang
Raa-Rata 11.2%% | Kurang
Sumber:Kantor BPKAD  Luwu
Utara,2021
Berdasarkan rasio

kemandirian keuangan daerah pada
tabel 4.4 di atas, dapat dilihat nilai
rata-rata  kemandirian  keuangan
daerah Kabupaten Luwu Utara
selama Tahun 2011 sampai 2020
hanya sebesar 11,23% sehingga
diklasifikasikan menurut penilaian
kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Luwu Utara masih
kurang. Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Luwu Utara selama
periode tahun 2011 sampai 2020
memiliki  kemandirian  keuangan
yang kurang sehingga memiliki
ketergantungan yang tinggi terhadap
bantuan pemerintah pusat melalui
dana perimbangan.
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Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif
digunakan untuk mengetahui
deskripsi suatu data yang dilihat dari
nilai  maksimum, nilai minimum,
nilai rata-rata (mean), dan nilai
standar deviasi. Data yang diolah
merupakan data laporan keuangan
BPKAD Pemerintah  Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2011-2020 yang
sesuai dengan variabelnya yaitu
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Kemandirian  Keuangan  Daerah
dengan menggunakan aplikasi E-
Views 10. Berdasarkan analisis
statistik deskriptif gambaran sampel
sebagai berikut :

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

dan Kemandirian Keuangan

Daerah
Variabel Min Max | Mean | Standar Deviasi
Kemandirian Kevangan | 6.120000 | 19.95000 | 1123500 |  4.018677
Pajak Daerah 2079442 | 2995732 | 2634946 | 02773
Reinbust Daerah | §.000000 | 69.00000 | 27.20000 | 2842456

Sumber. Hasil Olah software Eviews
10.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas,
dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai minimun dari Kemandirian
Keuangan adalah 6,12, sementara
maksimum  dari  Kemandirian
Keuangan adalah 19.95. nilai rata-
rata dari Kemandirian Keuangan
adalah 11.23500, sementara nilai
standar deviasi dari kemandirian
keuangan adalah 4.018677.

2. Nilai minimum dari Pajak Daerah
adalah 2.07, sementara nilai
maksimum Pajak Daerah adalah
2.99. nilai rata-rata dari Pajak
Daerah 2.634946, sementara nilai



standar deviasi dari Pajak Daerah
adalah 0.277354.

3. Nilai minimum dari Retribusi
Daerah adalah 8.00, sementara
nilai maksimum dari Retribusi

Daerah adalah 69.00. nilai rata-
rata dari Retribusi Daerah adalah
27.20000, sementara nilai standar

deviasi dari Retribusi Daerah
adalah 28.42456.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Dalam penelitian Uji

normalitas, uji normalitas terhadap
resiudal dengan menggunakan uji
Jargue-Bera (J-B). Dalam penelitian
ini, tingkat signifikansi  yang
digunakan adala o =0,05. Dasar
pengambilan  keputusan  adalah
melihat angka probabilitas darai
statistik J-B, dengan ketentuan
sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka
asumsi normalitas terpenuhi.

Jika nilai probabolitas < 0,05, maka
asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Senes. Resduals
Sample 2011 2000

Ceservations 10

Mecizn
Maimem
Mnemum
S Dew
Skawness

Kartouls

Jarque-Bera
Prodabiny

0 1 1 3

Sumber: Hasil Olah Software Eviews
10, 2021
Gambar 1 Uji Normalitas
Perhatikan dari hasil gambar
1 di atas diketahui nilai probabilitas
dari statistik J-B adalah 0.712055.
karena nilai probabilitas p, yakni

Mean 1 02e15
0.012560
25727
2161913
1926210
0068312

1. 730161

0673200

0.712085
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0.712055, lebih besar dibandingkan
dengan tingkat signifikansi, yaitu
0,05. Hal ini berarti asumsi
normalitas dipenuhi.

Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala
multikolinearitas dapat dilihat dari
nilai korelasi antara variabel yang
terdapat dalam matriks korelasi.
Mendeteksi adanya multikolinearitas
dapat dilihat sebagai berikut :
Jika nilai centered VIF > 10 maka
asumsi multikolinearitas ditolak.
Jika nilai centered VIF< 10 maka
asumsi multikolinearitas diterima.

Variance Inflation Factors
Date: 06/10/21 Time: 14:39
Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF
c 60.52731 1268807
LOGPAJAK_DAERAH  7.975547 117.2350 1.157491
RETRIBUSI_DAERAH 0.000759 2.335165

Sumber: Hasil Olah Software Eviews
10, 2021
Gambar 2 Uji Multikolinearitas

Berdasrkan gambar 2 di atas
dengan melihat nilai centered VIF
diperoleh hasil bahwa untuk nilai
VIF pajak daerah vyaitu sebesar
1.157491 dan retribusi daerah
sebesar 1.157491 dimana nilai nilai
centered VIF < 10. Dengan demikian
dari model regresi yang dibagun,
tidak terjadi gejala multikolinearitas
pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Asumsi  mengenai  independensi
terhadap resiudal (non-autokorelasi
dapat diuji dengan menggunakan uji
Durbin-Watson. Nilai statistik dari
uji Durbin-Watson berkisaran 0 dan

1.157491



4. Nilai statistik dari uji Durbin-
Watson yang tebih kecil dari 1 atau
lebih besar dari 3 diindikasikan telah
terjadi autokolerasi.

Log ot 0261 Haneineie
25 {1,732 DurinWatsom st

Sumber: Hasil Olah Software Eviews
10, 2021
Gambar3 Uji Autokorelasi

Berdasarkan Gambar 3 Uji
Autokorelasi, dapat dilihat nilai dari
statistik ~ Durbin-Watson  adalah
sebesar 1.215371. Perhatikan bahwa
nilai statistik Durbin-Watson terletak
di antara 1 dan 3, yaitu 1 < 1.215371,
maka asumsi  non-autokorelasi
terpenuhi. Dengan kata lain, tidak
terjadi gejala autokorelasi yang
tinggi pada residual.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas adalah
salah satu uji asumsi klasik yang
digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan varian terhadap
model regresi yang digunakan. Jika
varians pada model regresi memiliki
kesamaan maka disebut
homoskedastisitas. Yang diharapkan
dari pada pengujian ini adalah model
yang digunakan tidak terdapat
heteroskedastisitas melainkan
homoskedastisitas. Dengan melihat
deteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas  dapat  dilihat
dengan uji glejser. Berikut hasil uji
Glejser.

440
{21831

Heteroskedasticity Test Gigjser
F-stafistic 2887851 Prob. F2T) 01218
Cbs"R-souarsd 4520843 Prob. Chi-Square(2) 0.1043

Scaledeiplaned S 2283835  Prob. Chi-Square(2) 03182

Sumber: Hasil Olah Software Eviews
10, 2021
Gambar 4 Uji
Heteroskedastisitas (Uji
Glejser)

Berdasarkan  hasil  output dari
Gambar 4 Uji Heteroskedastisitas
diatas dengan melihat nilai pro
Obs*R-Squard  sebesar  0.1043
dimana nilainya lebih besar dari nilai
a = 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas atau data dalam
penelitian ini telah memenuhi syarat
homokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis,
akan dilakukan analisis koefisien
determinasi, pengujian simultan (Uji
F), dan pengujian pengaruh parsial
(Uji t), sebagai berikut :
Dependent Variable: KEMANDIRIAN_KEUANGAN
Method: Least Squares
Date: 06/10/21 Time: 14:51

Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Variabie Coefficient  Std. Eror  t-Statistic  Prob.

c 3518100 7.779%30 4523306 0.0027
LOGPAJAK_DAERAH -7.748115 2824101 -2.743%69  0.0288
RETRIBUSI_DAERAH -0.130152 0027556 -4.723132 0.021
R-sgquared 0.770256 Mean dependent var 11.23500
Adjusted R-squared 0.704614 S.D. dependent var 4.018677
S.E. of regression 2184127  Akaike info criterion 4643834
Sum squared resid 33.39287 Schwarz criterion 4734410
Log likelihoed -20.21817 Hannan-Quinn criter. 4544054
F-statistic 11.73432 Durbin-Watson stat 1.215371
Prob(F-statistic) 0.005812

Sumber: Hasil Olah Software Eviews
10, 2021
Gambar 5 Nilai Statistik
Dari Koefisien Determinasi,
Uji F,
Dan Uji t



Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan ~ Gamabar 5
diketahui nilai koefisien determinasi
(adjusted R-Squared) sebesar R? =
0.704614. Nilai tersebut dapat
diartikan bahwa Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mampu
mempengaruhi/menejelaskan
Kemandirian  Keuangan Daerah
secara simultan atau bersama-sama
sebesar 70,46%, sisanya sebesar
29,54% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain.

Uji Signifikansi
Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk
menguji  apakah variabel bebas
secara bersama-sama atau simultan
terhadap  variabel tak  bebas.
Berdasarkan Gambar 5 diketahui
nilai  Prob. (F-Statistics), yakni
sebesar 0.005812 < 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa seluruh variabel
bebas , yakni variabel Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap  varaibel  Kemandirian
Keuangan Daerah.

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial
(Uji t)

Pengaruh

Uji t bertujuan untuk menguji
bagaimana pengaruh variabel
independen secara individual atau
parsial terhadap variabel dependen.
Berdasarkan gambar 4.6 di atas,
menunjukkan bahwa kedua variabel
independen yang dimasukkan dalam
model ternyata memiliki kesamaan,
hal ini dapat dilihat pada nilai
probabilitas signifikan dari variabel
pajak di bawah 0,05 yaitu 0,0288

yang  berarti  variabel pajak
berpengaruh secara signifikan dan
positif terhadap kemandirian

keuangan daerah. Sedangkan untuk
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variabel retribusi daerah memiliki
nilai probabilitas signifikan di bawah
0,05 vyaitu sebesar 0,0021 yang
berarti variabel retribusi daerah
berpengaruh secara signifikan dan
positif terhadap kemandirian
keunagan daerah.
Persamaan Linear
Berganda
Berdasarkan

diperoleh persamaan
panel sebagai berikut:

Regresi

Gambar
regresi

4.6,
data

Y=35.19100- 7.748115X1 -
0.130152X2

Persamaan regresi linear pada
gambar 4.6 di atas dapat diketahui
bahwa:

1. Nilai konstanta (o) sebesar
35.19100 artinya jika variabel
Pajak (X1) dan Retribusi Daerah
(X2) dianggap 0 (nol) atau
diabaikan maka  perubahan
penilaian Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Utara
adalah sebesar 35.19100.

2. Nilai koefisien b; varaibel Pajak
Daerah adalah — 7.748115, yakni
bernilai negatif yang artinya
korelasi antara kedua variabel
tersebut  berlawanan  dimana
peningkatan nilai X  akan
dibarengi dengan penurunan .
Hal ini berarti setiap kenaikan
Pajak Daerah sebesar 7.748115
akan menurunkan Kemandirian
Keuangan Daerah  Kabupaten
Luwu Utara sebesar 7.748115,
dengan asumsi bahwa variabel
lain sama dengan 0 (nol).

3. Nilai  koefisien b, variabel
Retribusi  Daerah adalah -
0.130152, yakni bernilai negatif



yang artinya kolerasi antara kedua
variabel  tersebut  berlawanan
dimana peningkatan nilai X akan
dibarengi dengan penurunan Y.
Hal ini berarti setiap kenaikan
Retribusi Daerah sebesar
0.130152 akan  menurunkan
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara sebesar
0.130152, dengan asumsi bahwa
variabel lain sama dengan 0 (nol).

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Kab. Luwu Utara.

Berdasarkan pengujian
statistik terhadap variabel Pajak
Daerah menunjukkan bahwa nilai
koefisien regresi dari variabel Pajak
Daerah adalah -7.748115, yakni
bernilai negatif. Hal ini berati Pajak
Daerah berpengaruh negatif terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Diketauhi nilai Probabilitas adalah
sebesar 0.0288  yakni < tingkat
signifikansi 0,05, maka Pajak Daerah
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah, yang berarti hipotesis awal
telah diterima atau Pajak daerah
berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah.

Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Erawati dan Suzan
(2012) yang menyatakan bahwa
Pajak Daerah tidak berpengaruh

terhadap tingkat kemandirian
keuangan daerah. Tetapi hasil
penelitian  ini  sejalan  dengan
penelitian yang dilakukan oleh

Hutahaean (2017) dan oleh Rizkah
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Lutfita Novalistia (2016)
menyatahkan bahwa pajak daerah
berpengaruh  signifikan  terhadap
kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah
Terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah Kab. Luwu Utara

Berdasarkan  pengujian  statistik
terhadap variabel retribusi Daerah
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi dari variabel Retribusi Daerah
adalah — 0,130152, yakni bernilai
negatif. Hal ini berarti Retribusi
Daerah berpengaruh negatif terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Diketauhi nilai Probabilitas Retribusi
Daerah sebesar 0.0021, yakni <
tingkat signifikansi 0,005, maka
Retribusi Daerah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kemandirian
Keuangan Daerah, yang berarti
hipotesis awal telah diterima atau
Retribusi Daerah berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Novalistia (2016),
yang menyatakan bahwa Retribusi
Daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah. Tetapi penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan

oleh  Novalistia  (2019), vyang
menyatahkan bahwa  Retribusi
Daerah  berpengaruh  signifikan
terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian
hipotesis dan pembahasan yang telah
dilakukan yaitu mengenai pengaruh



Pajak dan Retribusi Daerah terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kab.

Luwu Utara, maka dapat
disumpulkan bahwa:
1. Berdasarkan hasil uji simultan

dengan uji F, Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Hal ini terlihat dari pengujian
hipotesis dengan nilai Prob (F-
Statistics) adalah sebesar
0,005812<0,05. Sehingga hasil ini
sesuai dengan hipotesis awal yang
telah ditetapkan oleh peneliti
bahwa pajak dan retribusi daerah
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemandirian keuangan
daerah kabupaten Luwu Utara.

2. Berdasarkan hasil uji parsial uji t,
Pajak Daerah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara. Terlihat
dari pengujian hipotesis dengan
nilai koefisien regresinya (b)
adalah sebesar 7,748115 dan
memiliki nilai signifikan sebesar
0,0288<0,05. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis awal dimana
Pajak Daerah berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

3. Berdasarkan hasil uji parsial uji t,
Retribusi Daerah  berpengaruh
negatif dan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
Kemandirian Keunagan Daerah.
Terlihat dari pengujian hipotesis
dengan nilai koefisien regresinya
(b,) adalah sebesar 0,130152 dan
memiliki nilai signifikan sebesar
0,0021<0,05. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis awal dimana
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Retribusi  Daerah  berpengaruh
secara positif dan signifikan
terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah disajikan
maka saran yang Kkiranya dapat
memberikan manfaat kepada pihak-
pihak vyang terkait atas gasil
penelitian ini, adapun saran yang
dapat disampaikan adalah sebagai
berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar
menambah beberapa variabel dan
memperbanyak objek penelitian
agar sampel yang diperoleh juga
lebih banyak dan data yang
didapatkan menjadi lebih akurat
dan menghasilkan hasil pengujian
data yang lebih baik.

2. Pembahasan  yang  berkaitan
dengan penerapan sistem
akuntansi keuangan  daerah
sangatlah luas, namun pada

penelitian ini permasalahan hanya
dianalisis secara kuantitatif
untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan hal tersebut
akan lebih rinci jika dilakukan
dnegan analisis kualitatif.
3. Bagi Kabupaten Luwu Utara
a. Dalam hal  meningkatkan

kualitas kemandirian
keuangan  daerah, Pemda
harus lebih giat menggali

lebih banyak sumber-sumber

pendapatan yang potensial
bagi daerah baik secara
intensifikasi maupun

ekstensifikasi.

b. Pemda harus tegas kepada
petugas yang  melakukan
tindakan curang. Hal ini



Arthur

dimaksud agar sumber-sumber
PAD yang diterima bisa lebih
meningkat.
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